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ABSTRAK

Peran saksi dalam pembuktian perkara pidana mengambil tempat vang
sangat penting dalam menentukan hasil akhir dari suatu proses peradilan, Namun,
dalam pelaksanaannya masih perly diperhatikan oleh semua pihak vang terkait
ilengan permasalahan tersebut. Banvaknya kasus yang kandas di tengah jalan
karena kurangnva peran saksi yang membaniu aparat penegak hukum dalam
mengungkap sualy Hndak pidana sangatlah disavangkan, Schelum lahirmva
Undang-undang Momor 13 Tahun 2006, sebenarnya telah banvak peraturan lain
vang menjamin perlindungan terhadap saksi. Hanya sajs, peraturan-peraturan
tersebut bersifat parsial dan tidak lenghkap. Dari latar belakang tersebut timbul
permasalahan vang hendak diteliti antara lain perlindungan hukum terhadap saksi
menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindunpgan Saksi dan
Korban, pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap saksi  dalam  proses
pemeriksaan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan kendala-kendala dalam
pelaksanaan  perlindungan  saksi vang dilakukan olch polisi dalam proses
pemeriksaan di Kepolisian Dacrah Sumatera Barat, Dalam skripsi ini penelitian
vang dilakukan bersifat deskriptif, maksudnya memberikan pambaran mengenai
permasalahan yang diteliti dengan pendekatan vuridis sosiologis vang berar
bahwa penelitian vang dilakukan terhadap perilaku hukum dilihat dari segi
aperasionalnya. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data
sckunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 13 tahun
2006 masth ada beberapa kekuranpan yang menghambat  terlaksananya
perlindungan saksi vang maksimal. Pelaksansan perlindungan hukum terhadap
saksi i Kepolisian Daerah Sumatern Barat masibh  ditemukan  terjadinva
kriminalisasi saksi dalam praktiknya scbelum Undang-undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberlakukan khususnya dalam
memberikan perlindungan hukum. Bahkan setelah berlakunys Undang-undang ini
pihak Kepolisian masib belum dapat menerapkannya dalam proses perlindungan
saksi  karena kurangnya proses sosialisasi. Selain ite banvak hal vanp
menvebabkan terhambatnyn  pelaksanaan  perlindungan  terhadap  saksi  di
Kepolisian Dacrah Sumatera Barat baik darl segi pemerintah dan aparatur
pencgak hukum / keamanan maupun dari diri saksi pribadi. Oleh karena ity di
masa yang akan datang dibarapkan agar kendala-kendala vang ditemukan dapat
dicliminir dengan  kerjasama  aniara Pemerintah, aparat penegak hukum /
keamanan, dan masyvarakat,



BARI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakanp Masalah

Hukum acara pidana merupakan dasar dar begalannya suatu proses
peradilan pidana di Indonesin vang juga tdak lepas dari kerjasama antara
subsistern vang terangkum dalam Sistem Peradilan Midana. Subsistem tersebut
adalah aparat penegak hukum vang telab diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Terwujudnya sarana penunjang pada proses perkara pidana dan hasil
maksimal vange dapat dicapai dalam menyelesaikan perkara, akan menjadi
pertanda yang baik untuk pelayanan hukum bagi masyarakal (pubfic service) di
lapangan hukum acara pidana. terutama dalam menyelengparakan perkara vangp
cepat, sederhana, dan biaya murah,’

Dari seluruh proses peradilan pidana vang ada mulai dari penyidikan
sampal pemeriksaan pada Pengadilan, vang uwtama adalah penvidikan oleh
Penvidik/Kepolisian,  karena  penvidik  berkewnjiban - mengumpulkan  dan
mengajukan  bahan-bahan atau bukti-bukil seperlunya (berkas perkara) agar
Penentut Umum dapat menyusun sural dakwaannya, pena kemudion Hakim
berdasarkan surat dakwaan dapat mengambil swatu putusan, terhadap perkarn
vang disidangkannva, bersalah atan tidaknya si terdakwa.”

Salah satu alat bukti yang dipakai dalam proses peradilan pidana adalah

keterangan saksi. Pada wmumnya. alat bokti keterangan saksi merupakan alag

. Gambang Poemoms, 1982, Pandungar Terfodup dzas-Azax Dlseer Hedem Acors
Pidana, Liberty, Yogoyakana, halwman 240,
* Armi Djamarin, 1986, Hukum Acara Pidang, Universitas Andalas, Padang, holaman &



bkt vang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tdak ada perkara
pidana vang luput dari pembuktian alat bukti keteranpan saksi, Sekurang-
kurangnya di samping pembukisan dengan alatl buktl vang lain, masih selalu
diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.” Hal ini sesuai denpan
Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, jelas keberadaan saksi merupakan
elemen yang sangat menentukan dalam suvatu proses peradilan pidana. Namun,
perhatian terhadap peran saksi sampai ssal ini masih jach dan perhatian
masyarakat dan penegak hukum.

Dalam kasus Pelanpparan HAM Berat di Timor-Timur, dar 18 terdakwa,
& orang dinvatakan bersalab dan dijatuhi pidana sedangkan vang lainnya behas.
Banvak faktor yang menyebabkan proses peradilan HAM ad foc tidak memadal
sehingga pengadilan ini dianggap pengadilan yang tidak cukup foir dan tidak
kompeten, bahkan diketakan pengadilan im di bawah standar. Salah satu fakuor
vang mendasari bahwa pengadilan ini tidak cukup kompeten adalah tidak ada
cukup saksi dari kerban jika dibandingkan dengan saksi-saksi yang bukan korban,
Selama proses peradilan HAM ed hoe ini, ketidakhadican saksi korban banyak
diakibatkan oleh ketidakmampuozan Jaksa Penuntul Umom untuk menghaditkan
saksi korban secara maksimal, ketidakpercayaan atus jaminan lerhadap saksi
korban, perlakuan lerhadap sakst korban saat diperiksa dan alasan-alasan sehingga
zaksl korban engpan diperiksa di persidangan. Implikasi dan kesaksian vang tidak
memadai tersebut terutama karena minimnya kehadiran saksi korban membuat

lersendatnya proses pembuktian vang akhimva akan menvelitkan hakim dalam

P ML Yahva Harahap, 2008, Pembalusarn Permasolalan Dan Penerapan KUNAP Edisi
i1, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 286,
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memberikan keputusan hukum.” Dari kasus di atas. kita dapat menyimpulkan
bahwa, tanpa adanva keterangan saksi yang cukup maka penvelesaian perkara
pidana tidak dapat diselesaikan dengan maksimal.

Permasalahannya, ketika saksi memberikan keteranpan, mercka trauma
dan takut uniuk menjelaskan tentang apa vang terjadi. Mereka beranggapan
ketiadagunaan untuk memberikan kesaksian, disamping ketakutan apabila mereka
bersaksi tanpa disertal dengan proses perlindungan dari negara terhadap dirinya
dan keluarga terdeRal mercka, Tuntutan seperti ini, pada akhimya membawa
konsekuensi pasti bahwa negars harus mampu membanty proses ini. Salah
satunya adalah dengan jalan menyediakan mekanisme perlindungan saksi,”

Selain kasus pelanggaran HAM Berst Timor-Timur, ada beberapa kasus
korupsi yang merugikan saksi/pelapor, Nasib wartawan Udin di Yogyakarea, vang
terbunuh Karena membongkar kasus korapsi, adalah salah satu conteh. Udin
dalam hal ini adalah seorang whistle blower dalam kasus korupsi vang menerima
ancaman teror hingga pembunuhan. Ancaman seperti ini pula vang membuat
Vincentivs Amin Sutanto, bekas fiuancial conroller grup Asian Agei, vang
mengungkapkan dugaan penggelapan  pajak  perusahaannva—vyvang  menurut
pengumuman  sementara Dirjen Pajak berpotensi merugikan nepara Rp. 13
triliun—melarikan diri ke Singapura scbelum akhirnva menyershkan din ke
Palisi, Vincent sudah terkena hukuman penjara 11 wahun akibar penpaduan Asian

Agn. Vincent memang mencuri LSS 3 juta dari perusahasnnya, tapi ia juga

; Suprivadi Widodo Eddveno, Wahyu Wasiman, Zainal Abidin, Perfindunpe: Saksl den
Korduer "Cataton Alas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoe Kasus Pelangoaean Ham Berar
Timor- Tigrer ™, hitpewoww elsum.orid'pdfiCatatan Atas Pengalamin Pengadilan HAM Ad Hoe
Timor-Timur.pdf, diakses tanggal 03 Desember 20048,

* Alvon Kumiz Palma, "Muddovamy LPSK vang berpmikak kepad Soksi dan Korkan ™,
Disampaikan pada Semiloka Menggagas LPEE vang ideal tenggal 13 Movember 2007 di Howel
pangeran Beach, Padang.
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melaporkan kejahatan dengan kerugian vang lebih besar, Vincent seharusnya
dilihat sebapgai whivele Slower dalam hal ini.”

Hanya ada satu pasal vang secara normatil” khusus memberikan hak pada
saksl yaitu Pasal 229 KUHAP. Akan tetapi dalam  prakicknva sanpat
mengecewakan yaitu dimana hak saksi untuk memperoleh penpgantian biava
setelab badir memenuhi pangeilan di semua fingkal pemeriksaan ini tidak dapat
dilaksanakan dengan alasan Klasik vaitlu ketindoan dana.’

Dalam rangka mengimplementasikon tujuan dari sistem peradilan pidana,
maka diperlukanlah suatu Undang-Undang vang dapat menjadi jaminan bagi saksi
maupun korban apar mercka tidak lagt tabut wntek menjadi saksi. Mekanisme
perlindungan saksi yang selama ind bungkam karena takut dapl merasa aman
untuk bicara membeberkan kejahatan vang dialami, dilihat, ataupun didengarnyva
semdiri.

Upava mendorong adanva Undang-Undang Perlindungan saksi dan
Korban sesunggubnya sudab dimulai pada tabun 2002, scjak adanya Ketetapan
MPR Mo, VIT Tabun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan
dan Pencegaban Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan perlu adanva scbuah
undang-undang  vang  mengatur  fenlang  perlindungan  saksi dan korban.
selanmuinya pada tangeal 27 Juni 2002, schanyvak 40 anpeota TIPR dari berbagai
Fraksi mengajukan naskah RUL! Perlindungan Saksi {sebagai RUL Usul Inisiatif
DPR). Setelah menunggu lebih dar 5 (lima) tahun pada akbirnya pemerintab

bersama dengan DPR BRI mengesahkan Undang-undang No. 13 Tahun 2006

Msmar  Cemar Saleh, 2008, Perlindusgon bagd Whistle  Silower,

0% April 2004
© Burasting Fueasih, Peelimdvngan Naksd don Keeban sehapar Sorana Meneju Prosas
Feradilan Midana yang Sufur dan Adi, www MAPPIFHULcom, diakses tanggal 05 April 2005,



tentang Perlindungan Saksi don Korban yang diondangkan pada |1 Apusius
2006."

Sebelum adanva UL Nomeor 13 Tahon 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban ini pun, telab ada beberapa peraturan terkail lamnya seperti pada
Pasal 41 avat (2) e UL Na. 31 Tahi 1995 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Pasal 13 UL No. 30 Tahoun 2002 tentang Komist Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Ada jupa Peraturan Pemerintah (PP} Noa. 2 Tahun 2002
tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Krban dan Saksi Dalam Pelanggaran
Hak Asasi Manusia Yang Berat sebagm pelaksanaan dar UL No, 26 Tabun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kemudian tendapat PP No, 24 Tabun
2003 tentange Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penvidik, Penuntut Umum
dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme sebapai pelaksanaan UL Mo,
15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Akhirnya, kita
Juga memiliki PP Moo 37 Tahuen 2003 tentang Tata Cara Perlindunpan Khusus
Terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Usng (TPPLU, PP
Mo, 57 Tabun 2003 im ditindsklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian
Mepara Republik Indonesia (KAPOLRI) No. 17 Tabun 2005 yang berlaku sejak
30 Desember 2003,

Walaupun peraturan sudah cukup banvak. tetapl masih kurang memadai
karena belum diaturnya secara komprehensit perlindungan suksi dan pelapor
dalam satu undang-undang khuosus, Disamping itu, kebanyakan peraturan tersebut
memberikan perlindungan terhadap ancaman fisik atau psikis. Namun kurang

memberikan perlindungan terhadap ancaman vuridis, seperti ancaman gugatan

"Unclang-Undamz Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungzin Saksi
dan Korban, 2007, Indonesia Cormuption Warch bersama Koalisi Perlindungan Saksi, Jakdma,



perdata dan pidana terhadap saksi atau pelapor, Dari keseluruhan peraturan
perundang-undangan terscbut yang relatif lebih lengkap adalah peraturan saksi
dan pelapor berdasarkan UL TPPLL”

Olech  karena 1w, kelahiran  undang-undang  indi  diharapkan dapat
memberikan landasan hukum vang koat bagi pelindungan terhadap saksi magpun
korban termasuk pelapor agar berant dalam memberikan keterangan vang sebenar-
henarnya dalam proses pemerikssan perkara pidana tanpa mengalami ancaman
ataw tuntutan hukem. Karena selama ini dapat dilithat bahwa para saksi. korban
Khusunya pelapr seperti mendapatkan tekanan vang sangat berat selama proses
pemeriksaan sehingea mereka terkesan takut untuk menceritakan kejadian yang
schenamyva, hal seperti imilah yung nantinya akan sangat menghambat proses
pemeriksasn vang terjadi.”

Herangkat dari hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa sangat terlarik
untuk mengangkat masalab menpenai perlindungan bukum terhadap saksi i ke
dalam skripsi penulis dengan judul "PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI
IALAM PROSES PEMERIKSAAN [N KEPOLISIAN SEBELUM DAN
SESUDAH BERLAKUNYA UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi 12 Kepolisian Daerh

Sumatera Barat)™

" Yunes Husein, FPentingriva Perlindusyon Saksi Pelapor dan Korbar (dimuat dalam
harian  Scputar  Indoncsia,  Senin I5Mei 2006} hoipedswow, poosle codd awt nfu=hitp
Frvunushusein. files wordpress.oom, diakses fangeal 05 Dezember 2008

" swww dprgn.id, diakses pada 09 Desemnber 2008
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PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebul dapat disimpulkan beberapa hal

sebagal berikut:

L

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksl dan Korban memiliki banyak kekurangan  yang membual
Undang-undang im sulit uvntuk direalisasikan walaupun Lembaga
Perlindungan  Saksi dan Korban sudah dibentuk dan Peraturan
Pemerintzh  vang menyertainya telah  diberlakukan, Yang perlu
diperhatikan juga adalab bahwa tidak semua bentuk tindak pidana
memperoleh perlindungan saksi karena berdasarkan Undang-undang
ini yang berwenang menentukan  apakab  saksi tersebut  dapa
meperaleh  hak-haknya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban,

Babwa sebelum diberlakukannya Undang-undang Momor 13 tabun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masih  terdapat
pelanggaran hak saks] kbususnyva dalam mendapatkan perlindungan
hukum vang sangat merugikan bagi saksi i sendin karena ia dapat
dengan mudahnya menjadi tersangka dan dipidana. Setelah berlakunya
Undang-undang inipun dalam kenvataznnva tidak dapat direalisasikan
karena fidak adanya lembaga yvang dapat melakukan pengawasan
langsung atau perwakilan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan

Kaorban di daerah vang belum memiliki Lembaga Perlindungan Saksi

.5
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dan Korban Tersebut, Perlindungan keamanan yang diberikan pada
saksl hanya berupa jaminan keamanan tanpa ada proses yang jelas,

Bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi masih
terdapat banyak kendala, Kendala-kendala tersebut tidak hanva terletk
darn kuranpnya  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan vang
mengatur perlindungan saksi dalam semua bentuk tindak pidana bukan
hanva dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 temang
Perlmdungan Saksi dan Korban saja baik pada aparat penegak hukum
dan aparat keamanan maupun pada masvarakat yang suatu saat dapat
menjadi saksi dalam suatu tindak pidana, tetapi jupa belum adanva
AN ¢Men pengamanan yang penerapannya benar-benar memberikan
keterangan dan jaminan keselamatan diri dan Relvarga saksi berupa
divisi khusus di Kepolisian vang dapat memberikan konsentrasi penuh

pada perlindungan saksi ini,

B. Saran

L.

Pihak Pemerintah dalam hal ini harus lebih mencurahkan perhatiannya
kepada penegakan hukum di Indonesia, pemberiakuan Undang-undang
i memsang menjadi satu titik tolak penegakan hukum 47 Indonesia,
Janganlah menciptakan peraturan perundang-undangan yang nantinya
tak dapat direalisasikan seperti yang terdapat pada mjuan persiuran
perundang-undangan tersebut. Undang-undang Perlindungan Saksi dan
Farban hendaknya direvisi agar memenuhi rasa keadilan dan memberi

kenyamanan bagl saksi sepertl lembapga mana vang berwenang untuk
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L]
'

melindungi saksi dalam setiap proses peradilan karena Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban hanva berada di daerah lertentu saja
serta kekurangan-kekurangan lainnya.

Pihak Kepolisian vang dalam bal ini berperan sebagal pengavom dan
pelindung  masvarakat  hendaknya  memperhatikan  pentingnya
keberadaan saksi ini dalam penegakan hukum pidana karena saksi jupa
merupakan bagian dan masvarakat yang perlu dibndungi, Tindakan
semena-mena seperti pemaksaan saksi menyampaikan keterangan yang
harus sesual dengan skenario vang dibust adalah perbuatan yang
melangpar hukum, Oleh karena ite diperlukan sanksi yang tegas bagi
para penyidik yang tidnk membenkan perlindungan kepada saksi.
Untuk dapat mengatasl  kendala-kendala vyanpg ada,  diperlukan
kerjasama dari aparat penegak hukum dan masvarakat, Kewenangan
cksepsional  bagi  polisi untuk melakukan  “tindakan-tindakan
daruratfterpaksa™  (sebaps pengpanti istilah “tindakan  kekerasam)
sevogianyva diatur tersendini dalam peraturan  perundang-undangan
vang lenghap dan luntas, Tidak eukup hanya distur kewenangannya

saja dalam Undang-undang Mokok Kepalisian,
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